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 This study aims to determine the strength of authentic deeds of 
release of land rights over village land in Bali. The research 
method used is empirical legal research based on field research or 
field observations. The results of the study indicate that the 
function of authentic deeds of release of land rights before a 
notary is as a basis for the transfer of land rights from one party 
to another. Legal protection for land rights holders who have had 
their rights released is in the form of compensation that must be 
paid to the holders of the rights to the land that has been released. 
On the other hand, the party who obtains the rights to the land 
resulting from the release is protected by their right to own the 
land resulting from the release to ensure legal certainty 
regarding the acquisition of rights to the land resulting from the 
release. The legal strength of authentic deeds of release of rights is 
as a valid document in providing legal protection for land rights 
holders resulting from the release of rights in terms of providing 
compensation and clarity of land ownership status as regulated 
in the Agrarian Law. 
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 Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan akta otentik 

pelepasan hak atas tanah ayahan desa di Bali. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yakni jenis 
metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan 
dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi akta otentik 

pelepasan hak atas tanah di hadapan notaris adalah sebagai dasar 
beralihnya hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain. 
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang 
dilakukan pelepasan hak adalah berupa adanya kompensasi yang 
wajib dibayarkan kepada pemegang hak atas tanah yang telah 
dilepaskan. Disisi lain pihak yang memperoleh hak atas tanah 
hasil pelepasan dilindungi haknya untuk memiliki tanah hasil 
pelepasan guna menjamin kepastian hukum atas perolehan hak 
atas tanah hasil pelepasan tersebut. Kekuatan hukum akta otentik 
pelepasan hak adalah adalah sebagai dokumen yang sah dalam 
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah 
hasil pelepasan hak dalam hal pemberian kompensasi dan 
kejelasan status kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam 
UUPA. 
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1. Pendahuluan 

  
Tanah Ayahan Desa (AYDS), adalah tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa 
yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama desa disertai hak 
untuk menikmati hasilnya. Tanah Ayahan Desa termasuk tanah druwe desa, yang 
dimaksudkan dalam hal ini adalah tanah druwe desa Pakraman (sesuai dengan Perda 
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan telah dirubah dengan Perda Provinsi Bali 
Nomor 3 Tahun 2003 tetang Desa Pakraman) yang sebelumnya dikenal dengan nama 
desa adat. Hal ini disebabkan karena peningkatan penduduk di Bali dan pariwisata 
yang mulai ramai. Dalam pelepasan hak atas tanah tidak cukup hanya berdasarkan 
pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) melainkan dibutuhkannya 
akta otentik sebagai bukti pelepasan.  Pelepasan Hak adalah perbuatan melepaskan 
hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dengan 
tanah yang dikuasainya untuk menjadi Tanah Negara atau Tanah Ulayat.1 Pelepasan 
hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah bagi orang maupun badan hukum yang 
hendak mendapatkan tanah dilakukan dengan pemberian ganti kerugian atas dasar 
musyawarah dengan orang yang melepaskan hak tersebut. Namun pelepasan hak 
tersebut tidak secara otomatis menjadikan kedudukan pemberi ganti kerugian menjadi 
pemegang hak atas tanah. Tanah yang dilepaskan tersebut akan menjadi tanah negara, 
dan kemudian diberikan kepada si pemberi ganti kerugian tersebut. 
 
Adanya penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) yang 
diperlukan dalam proses pelepasan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, dalam pasal 183 ayat (4) disebutkan 
“Pelepasan Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam bentuk surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan 
oleh pemegang hak.” 
 
Ayat (1) yang dimaksud berbunyi sebagai berikut, “Pelepasan Hak Atas Tanah atau Hak 
Pengelolaan menjadi Tanah Negara diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan 
menyerahkan sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan yang bersangkutan kepada 
Kantor Pertanahan.” Selanjutnya dijelaskan pada ayat (3) “Pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Notaris, Camat atau Kepala Kantor Pertanahan.” 
 
Dengan adanya instruksi dalam peraturan tersebut mengenai pejabat yang berwenang, 
dua diantaranya adalah Notaris dan Camat menunjukkan bahwa pembuatan SPPHT 
tidak hanya dapat dilakukan oleh Notaris, tetapi juga dapat diterbitkan oleh Camat. 
Kewenangan kedua pejabat ini masing-masing dikuatkan dengan Undang-Undang 
dan Peraturan Pemerintah, yang dirasa dapat menimbulkan dualisme hukum yang 
berlaku. UUJN satu - saitunyai undaing-undaing oirgainiik yaing mengaitur Noitairiis sebaigaiii 
Pejaibait Publiik dain bentuk aiktai Noitairiis. Noitairiis, berdaisairkain UUJN, aidailaih pejaibait 

 
1  Suwito, Kepastian Hukum Penghapusan Aset Negara (Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Bekas 

Eigendom Verponding), (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023 ) h. 176. 
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umum yaing memiiliikii kewenaingain untuk menyusun aiktai oitentiik dain kewenaingain 
laiiinnyai sesuaiii ketentuain dailaim undaing-undaing. 
 
Pelepasan tanah sendiri diatur melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau disebut 
(PMPT). Pasal 131 PMPT mengatur tentang pelepasan hak dalam ruang lingkup 
pendaftaran hapusnya hak. Dalam hal ini, terlihat bahwa pelepasan hak berarti 
terhapusnya hak milik atas tanah dari pemilik yang melepaskan hak. Lebih spesifik, 
Pasal 131 ayat (3) PMPT menyebutkan bahwa pendaftaran hapusnya hak atas tanah 
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak 
tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan 
permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan : a. 1) akta notaris 
yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau 
2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan 
melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah 
yang bersangkutan, atau 3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak 
yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan, b. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila 
hak tersebut dibebani Hak Tanggungan, dan c. sertifikasi hak yang bersangkutan.2 
 
Tanah me$mpunyai pe$ranan yang sangat strate$gis dalam ke$majuan ke$hidupan 
manusia. Dalam hal e$ko$no$mi, tanah tidak akan se$lalu me$ngalami fluktuasi harga, 
bahkan mungkin te$rus me$ningkat dari hari ke$ hari. Me$ngingat be$sarnya fungsi dan 
ke$utamaan tanah bagi ke$hidupan manusia, tak he$ran jika se$mua tanah yang luas-
luasnya dipe$ro$le$h. Tanah se$ring kali me$njadi akar pe$rmasalahan, bahkan te$rkadang 
me$njadi sumbe$r ko$nflik yang me$nimbulkan ko$rban harta be$nda dan nyawa. Ko$ndisi 
ini dise$babkan o$le$h se$jumlah fakto$r, antara lain (1) be$lum adanya ke$pastian ke$bijakan 
administratif yang je$las me$nge$nai ke$pe$milikan tanah, (2) te$rdapat tanah-tanah yang 
be$lum be$rse$rtifikat dan be$rtuan, (3) tanah yang dipe$rbincangkan o$le$h individu-
individu yang tidak me$nyadari ke$be$radaan tanah ke$pe$milikannya di antara me$re$ka 
yang je$li, (4) be$lum adanya me$kanisme$ hukum untuk pro$duksi tanah, dan (5) adanya 
tanah yang dipe$rbincangkan se$cara ko$munal yang te$rjadi se$tiap be$be$rapa jam, be$ntuk, 
dan substansi.3 
 
Di dae$rah padat pariwisata khususnya di Bali, se$ngke$ta tanah me$rupakan hal yang 
lumrah te$rjadi, yang me$nye$babkan ke$ributan pada kalangan masyarakat lo$kal kare$na 
me$re$ka me$ncari pe$rlindungan dan ke$pastian hukum se$rta administratif je$las. Ko$nflik 
itu se$ring te$rjadi dikare$nakan di Bali te$rdapat Tanah Ayahan De$sa yang tidak 
be$rse$rtifikat dan tak be$rtuan te$tapi dapat digunakan o$le$h masyarakat se$te$mpat. Hal ini 
me$njadikan pe$rmasalahan muncul ke$ ranah masyarakat yakni se$pe$rti :  
1. Te$rdapat ke$pe$ntingan umum untuk me$mvalidasi tanah ayahan de$sa yang dike$lo$la. 

Me$nurut ke$re$sahan masyarakat, akan te$rjadi pe$ngambil alihan tanah o$le$h pihak-

 
2  Deira Saraswati et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Hasil 

Pelepasan Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Pdt/2021),” Notarius 
17, no. 1 (2024): 446–461. DOI : https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.48460 

3 I. N Bontot, “Konflik Pada Desa Adat Di Bali: Masalah Dan Solusi Penyelesaiannya,” Jurnal 

Hukum Agama Hindu 13(2) (2023): 112–125. DOI: https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1042  

https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.48460
https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1042
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pihak te$rkait yang dinyatakan me$mpunyai ke$pe$ntingan akan tanah yang ada di 
de$sa-de$sa adat, se$bagaimana banyak kasus yang sudah te$rjadi di de$sa-de$sa adat 
lainnya. O$le$h kare$na itu, ke$pe$milikan atas tanah yang me$re$ka miliki disama ratakan 
de$ngan ke$pe$milikan se$rtifikat tanah yang dapat dilaksanakan se$suai de$ngan hukum 
nasio$nal. Se$lain itu, jika tanah ayahan de$sa yang dibe$rikan ke$pada masyarakat 
me$ngalami diskriminasi, maka pe$njualan tanah ayahan de$sa yang dilakukan o$le$h 
masyarakat dicatat. Yang paling banyak me$njadi pe$rhatian de$sa adat, me$nurut 
pe$ngurus, adalah tanah ayahan de$sa yang te$rse$dia dan tidak dibayar, yang pada 
akhirnya akan me$rugikan masyarakat de$sa adat , se$dangkan ke$butuhan anggo$ta 
masyarakat yang ada tidak te$rbayar.4 
 

2. Te$rdapatnya pe$rse$lisihan anatara batas–batas tanah ayahan de$sa antar te$tangga 
yang me$nge$lo$la tanah ayahan de$sa, yang dise$babkan o$le$h luas tanah yang tidak 
pasti. Walaupun ada bukti slip pe$mbayaran pajak yang digunakan untuk 
me$ne$ntukan luas tanah, akan te$tapi se$ring tidak co$co$k de$ngan ko$ndisi se$be$narnya 
yang ada di lapangan. Hal te$rse$but me$nye$babkan banyak te$rjadnyai pe$rse$lisihan 
me$nge$nai batas-batas tanah yang dike$lo$la, yang tidak jarang be$rdampak dan 
me$nimbulkan  ko$nflik antar te$tangga. Me$nurut salah satu masyarakat, pe$mbagian 
tanah ayahan de$sa yang dilakukan o$le$h le$luhurnya se$be$narnya sudah dilakukan 
se$cara adil de$ngan pe$mbagian yang me$mpe$rhitungkan ko$ndisi tanah. Jika tanah 
dalam ko$ndisi je$le$k atau miring, maka akan dibe$rikan pe$mbagian yang le$bih, 
de$mikian juga de$ngan tanah yang de$kat de$ngan hutan, maka akan dibe$rikan 
ke$le$bihan, kare$na di zaman itu, tanah yang de$kat de$ngan hutan se$ring tidak 
me$nghasilkan kare$na tanaman dimakan o$le$h binatang hutan se$pe$rti mo$nye$t dan 
binatang liar lainnya. Pe$mbagian le$bih ini, se$ring tidak te$rcatat dalam slip bukti 
pe$mbayaran pajak, kare$na pe$gawai pajak akan me$ngira dan me$nyimpulkan tanah 
ayahan de$sa yang dibagikan sama se$tiap bagiannya dikare$nakan sudah lumrah 
tanah te$rse$but me$nggunakan siste$m pe$mbagian rata. Di sisi lain, be$be$rapa 
masyarakat yang tidak me$nyadari ko$ndisi te$se$but me$miliki asusmsi bahwa tanah 
ayahan de$sa yang pihak te$rse$but ke$lo$la se$me$stinya sama luasnya de$ngan tanah 
ayahan de$sa yang dike$lo$la o$le$h anggo$ta masyarakat lainnya yakni be$rsifat rata. 
 

3. Te$rdapat pe$rse$lisihan atas tanah druwe$n de$sa yang digunakan se$bagai tanah bukti. 
Tanah bukti yang dimaksud yakni tanah yang dibe$rikan ke$pada pe$ngurus de$sa adat 
se$bagai imbalan atas tugas yang die$mbannya. Hal ini dise$babkan tanah bukti yang 
dulunya dibe$rikan ke$pada pe$ngurus de$sa adat Di Bali tidak lagi dike$lo$la o$le$h 
pe$ngurus adat, te$tapi sudah dike$lo$la o$le$h de$sa adat. Se$te$lah dike$lo$la o$le$h de$sa adat, 
tanah ini banyak yang dialihkan fungsinya untuk ke$pe$ntingan industri pariwisata, 
yang me$nimbulkan pro$ dan ko$ntra dalam kalangan masyarakat. Be$be$rapa 
masyarakat me$miliki asumsi bahwa tanah druwe$n de$sa me$rupakan tanah yang 
sakral dan suci, se$hingga tidak bo$le$h dipe$runtukkan bagi ke$pe$ntingan 
ke$pariwisataan. Hal te$rse$but dapat dilihat dari tata le$tak tanah druwe$n de$sa yang 
ke$banyakan be$rada pada are$al pura kayangan tiga (Puse$h, Dale$m, Bale$agung). 
Banyak masyarakat yang me$nginginkan tanah druwe$n de$sa yang me$rupakan tanah 
bukti dike$mbalikan pada fungsi yang se$be$narnya, dibe$rikan ke$pada pe$ngurus de$sa 

 
4 N. K. S Adnyani, “Sertifikasi Tanah Ayahan Desa Dalam Mempertahankan Omset Desa & 

Pengaruhnya Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan,” Pandecta: Jurnal Ilmu 

Hukum 8(1) (2013): 1–13. 
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adat se$bagai be$ntuk pe$nghargaan atas je$rih payah se$lama me$re$ka me$ngabdi. Hal ini 
juga dilakukan untuk me$njaga adat dan tradisi dari le$luhur te$rdahulu yang te$lah 
diwariskan se$cara turun-te$murun, bahwa se$tiap pe$ngurus de$sa adat me$ndapatkan 
tanah bukti se$bagai pe$nghargaan se$te$lah pe$ngabdiannya. Se$bagian masyarakat, 
me$nginginkan pe$nggunaan tanah druwe$n de$sa dipe$rgunakan untuk ke$pe$ntingan 
pe$nge$mbangan ke$pariwisataan, untuk ke$pe$ntingan masyarakat de$sa Di Bali. 
Se$bagian masyarakat ini be$rpe$ndapat, pe$nge$mbangan industri pariwisata yang 
me$nghasilkan pundi – pundi pe$masukan akan sangat me$mbantu masyarakat dalam 
me$laksanakan ke$giatan adat yang te$rdapat pada de$sa se$te$mpat. Untuk itu, tanah 
druwe$n de$sa yang dimiliki me$sti dike$lo$la o$le$h de$sa adat untuk me$ndapatkan 
ke$untungan finansial yang dapat digunakan untuk me$mbangun pura – pura atau 
fasilitas de$sa adat lainnya dan untuk ke$pe$ntingan ke$giatan pada de$sa adat te$rse$but 
de$sa.5 
 

Paidai daisairnyai surait pelepaisain haik aidailaih suaitu doikumen hiitaim diiaitais putiih yaing 
menjaidii buktii baihwai saing pemiiliik oibjek telaih melepaiskain haiknyai. Begiitupun dengain 
surait pelepaisain haik aitais tainaih, yaiiitu surait yaing menyaitaikain baihwai pemegaing haik 
tainaih bersediiai melepaiskain haiknyai. Sepertii yaing daipait kiitai aimaitii, Bailii saiait iinii sedaing 
giiait-giiaitnyai melaikukain pembaingunain iinfraistruktur dain faisiiliitais-faisiiliitais laiiin yaing 
bermainfaiait baigii kepentiingain umum, yaing tentunyai membutuhkain sebiidaing tainaih 
yaing biiaisainyai sudaih aidai haik dii aitaisnyai, sehiinggai perlu diilaikukain proises pelepaisain 
haik. 6  Terkaiiit dengain perailiihain haik, baiiik untuk kepentiingain umum maiupun 
kepentiingain priibaidii, saiait iinii maisyairaikait lebiih cenderung untuk melaikukain 
pernyaitaiain dii haidaipain Noitairiis untuk menjaimiin kepaistiiain hukum baiiik baigii piihaik 
yaing melepaiskain maiupun piihaik yaing meneriimai.  
 
Berdasarkan paparan diatas, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah diantaranya 1) Apa fungsi akta otentik pelepasan hak atas tanah Ayahan Desa 
di Bali? dan 2) Bagaimana kekuatan hukum akta otentik pelepasan hak atas tanah 
Ayahan Desa di Bali?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui dan 
memahami fungsi akta otentik pelepasan hak atas tanah Ayahan Desa di Bali   serta 
untuk mengkaji kekuatan hukum akta otentik pelepasan hak atas tanah Ayahan Desa di 
Bali.  
 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Nengah Merta pada tahun 2024 yang 
berjudul “Budaya Penguasaan Hak Dan Pengelolaan Tanah Ayahan Desa Yang Berada 
Di Luar Wilayah Administratif Desa Adat (Perspektif Kajian Budaya) “ membahas 
mengeni hak penguasaan tanah ayahan desa sebagai druwe desa yang berada di luar 
wilayah administratif Desa Adat dengan mana hasil dari pembahasan tersebut yakni 
pengadministrasian keberadaan tanah tanah yang berada di luar wewengkon/wilayah 
administratif Desa Adat agar secara sah kepemilikannya atas nama Desa adat 
dilandasi oleh beberapa kesepakatan antara pemerintah dan pengurus adat Desa serta 

 
5 R. A Windari, “Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa Di Bali (Studi Kasus 

Konflik Adat Tanah Ayahan Desa Di Desa Adat Panglipuran),” Jurnal Ika 8(2) (2019): 21–30. 
DOI: https://doi.org/10.23887/ika.v8i2.167 

6 Anak Agung Gede Kresna Dalem and I Made Sarjana, “Pembuktian Akta Perjanjian Yang 
Terdapat Substansi Nominee Berkaitan Dengan Penguasaan Hak Milik,” Acta Comitas 10, no. 
02 (August 2025): 305–315, DOI : https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p6. 

https://doi.org/10.23887/ika.v8i2.167
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warga. Sistem pengadministrasian dalam bentuk kesepakatan tersebut telah berlaku 
dari masa ke masa pemerintahan Ulu Abad. Kesepakatan kesapakatan terjadi karena 
didasari oleh kepentingan yang beragam. Secara substansi ada aturan-aturan yang 
melarang pengalihan hak dalam bentuk jual-beli atau sewa menyewa tanah ayah desa. 
Pengelolaan tanah ayah desa didasarkan pada budaya hubungan keluarga antara 
krama desa pengarep dengan krama desa adat yang berstatus bukan krama desa 
pengarep. Secara administratif hak penguasaan tanah ayah desa sangat ditentukan 
oleh status nyada dan baki bagi krama Desa Adat. Terdapat unsur kelemahan aturan 
terhadap perlindungan secara hukum preventif maupun represif yang diberikan 
kepada krama pengarep jika terjadi konflik, sehingga penyelesaiannya sangat 
subyektif. 7  Berdasarkan latar belakang diatas, pe$nulis te$rtarik untuk me$lakukan 
pe$ne$litian de$ngan judul. “Ke$kuatan Hukum Akta No$taris Pe$le$pasan Hak Atas Tanah 
Ayahan De$sa Di Bali Se$bagai Bukti Sah” 

 

2. Metode Penelitian 
 
Me$to$de$ pe$ne$litian yang digunakan dalam pe$ne$litian jurnal ini yaitu pe$ne$litian 
normatif adalah Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah 
penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada 
dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari 
hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa 
hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan 
apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan 
masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan 
pendekatan ini hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum itu 
sendiri, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum. 
Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, 
dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa 
penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang 
mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.8 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
3.1 Fungsi Akta Otentik Pelepasan Hak atas Tanah Ayahan Desa di Bali 

 
Pada Pasal 1 po$in 7 Undang – Undang Jabatan No$taris me$nye$butkan pe$nge$rtian akta 
no$taris adalah akta o$te$ntik yang dibuat o$le$h atau di hadapan no$taris me$nurut be$ntuk 
dan tata cara yang dite$tapkan di dalam undang- undang ini. Be$rdasarkan pe$nge$rtian 
di atas terlihat bahwa te$ntang pe$nggo$lo$ngan akta o$te$ntik te$rbagi me$njadi be$be$rapa 
macam yaitu akta o$te$ntik yang dibuat o$le$h pe$jabat umum dise$but juga akta re$laas acte$n, 
yaitu akta yang be$risikan be$rupa uraian no$taris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat 
no$taris se$ndiri atas pe$rmintaan para pihak, agar tindakan atau pe$rbuatan para pihak 
dilakukan dan dituangkan ke$ dalam be$ntuk akta no$taris. Ke$be$naran akta ini tidak 
dapat di ganggu gugat ke$cuali de$ngan me$nuduh bahwa akta itu palsu. Akta o$te$ntik 

 
7 Irna, “Vol.13 No.2 Desember 2024 Jurnal Ilmiah Hospitality 405,” Kreativitas Anak Usia Dini 13, 

no. 2 (2024): 405–416. DOI: https://doi.org/10.47492/jih.v13i2.3742 
8 I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha, “Metode Penelitian 

Hukum Dan Penulisan Disertasi” (Denpasar: Swastu Nulus, 2018). h. 25 

https://doi.org/10.47492/jih.v13i2.3742
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yang dibuat dihadapan pe$jabat umum dise$but juga akta partij acte$n atau akta para 
pihak, yaitu akta yang be$risikan ke$te$rangan yang dike$he$ndaki o$le$h para pihak yang 
me$mbuatnya atau me$nyuruh me$mbuat akta itu, yang ke$be$naran isi akta te$rse$but o$le$h 
para pihak dapat diganggu gugat tanpa me$nuduh ke$palsuan akta te$rse$but.  
 
Akta yang dibuat o$le$h No$taris me$mpunyai ke$kuatan hukum se$mpurna, dalam se$tiap 
ke$giatan yang dilakukan No$taris dapat me$mpe$rtanggung jawabkan atas ke$salahan 
dan ke$lalaian yang dilakukannya dalam pe$laksanaan tugas dan jabatan No$taris tidak 
be$rtanggung jawab atas isi akta yang dibuat No$taris me$ndapatkan sanksi pe$rdata dan 
administratif. Tanah adat di Bali masih banyak yang be$lum dise$rtifikatkan, salah 
satunya dikare$nakan ke$tidakje$lasan ke$dudukan de$sa adat dibali se$bagai subye$k hak 
atas tanah. Bahwa yang te$rjadi justru tanah-tanah itu dise$rtipikatkan atas nama 
pe$rse$o$rangan, dan dapat me$nye$babkan pe$rmasalahan baru te$rkait tanah adat di Bali. 
Se$lain itu juga te$rjadi pe$ngambilan tanah milik de$sa adat me$njadi ase$t pe$me$rintah 
dae$rah atas dasar argume$ntasi hak me$nguasai ne$gara de$mi ke$pe$ntingan umum, 
pe$nge$lo$laan o$to$no$mi dae$rah dan asas de$se$ntralisasi.9 
 
Akta me$mpunyai be$be$rapa fungsi, di antaranya adalah se$bagai be$rikut:  
1. Akta se$bagai fungsi fo$rmal yang me$mpunyai arti bahwa suatu pe$rbuatan hukum 

akan me$njadi le$bih le$ngkap apabila di buat suatu akta. Se$bagai co$nto$h pe$rbuatan 
hukum harus dituangkan dalam be$ntuk akta se$bagai syarat fo$rmil yaitu pe$rbuatan 
hukum yang dise$butkan dalam pasal 1767 KUH Pe$rdata me$nge$nai pe$rjanjian utang 
piutang10. Minimal te$rhadap pe$rbuatan hukum yang dise$butkan dalam pasal 1767 
KUH Pe$rdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan11.  

2. Akta se$bagai alat pe$mbuktian dibuatnya akta te$rse$but o$le$h para pihak yang te$rikat 
dalam suatu pe$rjanjian di tujukan untuk pe$mbuktian di ke$mudian hari. Akta 
aute$ntik me$rupakan alat 

 
Be$rdasarkan Pasal 131 ayat (3) Pe$raturan Me$nte$ri Agraria/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 
Nasio$nal No$. 3 Tahun 1997 te$ntang Ke$te$ntuan Pe$laksanaan Pe$raturan Pe$me$rintah 
No$mo$r 24 Tahun 1997 te$ntang Pe$ndaftaran Tanah  (“Pe$rme$nag No$. 3/1997”), 
pe$rmo$ho$nan pe$ndaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan dite$rima, apabila tidak 
me$me$nuhi syarat se$bagai be$rikut: 
“(3) Pe$ndaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang 

dise$babkan o$le$h dile$paskannya hak te$rse$but o$le$h pe$me$gangnya dilakukan o$le$h Ke$pala Kanto$r 
Pe$rtanahan be$rdasarkan pe$rmo$ho$nan dari pihak yang be$rke$pe$ntingan de$ngan me$lampirkan: 

1) akta notaris yang me$nyatakan bahwa pe$me$gang yang be$rsangkutan me$le$paskan hak 
te$rse$but, atau 

2) surat ke$te$rangan dari pe$me$gang hak bahwa pe$me$gang hak yang be$rsangkutan me$le$paskan 
hak te$rse$but yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat le$tak tanah yang 
be$rsangkutan, atau 

 
9 Kuswanto. and Akhmad Khisni, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah 

Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan 
Nasional/ATR Kabupaten Kudus,” Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung 4(1) (2017): 71–
74. DOI: 10.30659/akta.4.1.71-74 

10 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 2006). h. 54 
11 M Afnizar, “Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Bukti Menurut Pasal 1886 KUH 

Perdata,” Jurnal Universitas Sumatera Utara 3(1) (2015): 1–5. 

https://doi.org/10.30659/akta.4.1.71-74
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3) surat ke$te$rangan dari pe$me$gang hak bahwa pe$me$gang hak yang be$rsangkutan me$le$paskan 
hak te$rse$but yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

4) pe$rse$tujuan dari pe$me$gang Hak Tanggungan apabila hak te$rse$but dibe$bani Hak 
Tanggungan; 

5) se$rtifikat hak yang be$rsangkutan;”12 
 
Pe$nunjukan de$sa adat se$bagai subje$k hak ko$munal me$ngacu ke$pada Pe$raturan 
Me$nte$ri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pe$rtanahan Nasio$nal No$mo$r 10 Tahun 2016 
te$ntang Tata Cara Pe$ne$tapan Hak Ko$munal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan 
Masyarakat Yang Be$rada Dalam Kawasan Te$rte$ntu (se$lanjutnya dise$but de$ngan 
Pe$rme$n ATR/BPN Te$ntang Hak ko$munal). Me$nurut Pasal 1 angka 1 hak ko$munal atas 
tanah adalah hak milik be$rsama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak 
milik be$rsama atas tanah yang dibe$rikan ke$pada masyarakat yang be$rada dalam 
Kawasan te$rte$ntu. Be$rdasarkan se$jarah dapat dinyatakan bahwa de$sa adat dan krama 
de$sa adat te$rhadap tanah adat me$mpunyai hubungan yang sangat e$rat dan tidak 
te$rpisahkan. Akta pe$le$pasan hak atas tanah ayahan de$sa yang dibuat no$taris me$miliki 
fungsi kuat dalam pe$mbuktian apabila te$rjadi pe$no$lakan dari salah satu pihak maka 
akibat hukum yang te$rima dari pihak yang me$no$lak se$suai yang dije$laskan pada 
Pe$raturan Dae$rah Pro$vinsi Bali No$mo$r 4 Tahun 2019 te$ntang De$sa Adat di Bali Pasal 
11 ayat (1) me$nye$butkan bahwa “Pe$rubahan status hak dan fungsi atas tanah De$sa 
Adat harus dilakukan be$rdasarkan ke$se$pakatan me$lalui Paruman De$sa Adat/Banjar 
Adat be$rsangkutan”. Didalam paruman de$sa harus be$rdasarkan hukum adat yang 
me$rupakan suatu ke$biasaan masyarakat adat, ke$te$ntuan dalam hukum adat yaitu 
untuk me$ngatur masyarakat hukum adat salah satunya.  
 

3.2 Kekuatan Hukum Akta Otentik tentang Pelepasan Hak atas Tanah 
Ayahan Desa di Bali. 

 
Me$nurut ke$te$ntuan dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Pe$rdata akta 
dibe$dakan me$njadi 2 (dua) yaitu akta o$te$ntik dan akta di bawah tangan. Akta bawah 
tangan me$rupakan akta yang dibuat o$le$h para pihak yang be$rke$pe$ntingan dalam akta 
te$rse$but dan dibuat tanpa bantuan pe$jabat yang be$rwe$nang. Se$dangkan akta o$te$ntik 
me$nurut ke$te$ntuan dalam pasal 1868 BW adalah suatu akta yang be$ntuknya 
dite$ntukan o$le$h undang-undang, dibuat o$le$h atau dihadapan pe$jabat atau pe$gawai – 
pe$gawai yang be$rwe$nang dite$mpat akta te$rse$but dibuat. Ke$kuatan pe$mbuktian akta 
o$te$ntik yang dibuat o$le$h no$taris adalah se$mpurna, sampai dapat dibuktikan 
se$baliknya o$le$h lawan13.  
 
Te$rdapat 3 je$nis ke$kuatan pe$mbuktian pada akta o$te$ntik yaitu : 
1. Ke$kuatan pe$mbuktian lahir (me$ngikat), di mana suatu akta yang me$mang be$rwujud 

surat atau akta harus dipe$rlakukan se$bagaimana me$stinya akta no$tariil asalkan 
tidak te$rbukti se$baliknya. No$taris harus me$ne$rangkan dan me$nguatkan bahwa 
tanda tangan pihak o$te$ntik dan me$mpunyai ke$kuatan bukti te$rhadap pihak ke$tiga  

 
12 Amoury Adi. Sudiro and Ananda Prawira Putra, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas 

Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan,” Jurnal Al – 
Azhar Indonesia, 5(1) (2020): 39 – 40. 
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/viewFile/2370/1118  

13 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata (Bandung: Alumni, 2012). h. 125 

https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/viewFile/2370/1118
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2. Ke$kuatan pe$mbuktian fo$rmil, di mana pihak yang be$rtanda tangan me$ne$rangkan 
bahwa tandatangannya adalah be$nar ke$te$rangannya  

3. Ke$kuatan mate$riil, bahwa isi di dalam akta no$tariil te$rse$but dan untuk siapa akta 
te$rse$but adalah be$nar untuk me$njadi bukti bagi dirinya se$ndiri atau de$ngan kata 
lain adanya ke$inginan agar o$rang lain me$lihat pe$rbuatan hukum di dalam akta 
te$rse$but adalah be$nar14 

 
Te$rdapat be$be$rapa siste$m pe$nguasaan tanah dalam be$rbagai lite$ratur, salah satunya 
adalah siste$m pe$nguasaan tanah  hukum adat, dimana tanah dan masyarakat hukum 
adat  me$mpunyai hubungan yang e$rat satu sama lain. Hak timbul dari hubungan 
hukum antara suatu ke$satuan hukum  de$ngan tanah, hak  me$ngatur hubungan  
masyarakat se$bagai suatu ke$satuan hukum, dan hak  untuk me$mpe$rgunakan tanah 
untuk ke$pe$ntingan ke$satuan hukum itu be$rsifat nyata dan be$rsifat prime$r. Hak-hak 
dalam hukum adat me$ncakup se$mua tanah dalam lingkungan ko$munitas adat di Bali, 
yang ke$mudian digunakan se$bagai  sumbe$r hak atas tanah lainnya  dalam  lingkungan 
ko$munitas adat, dan mungkin milik se$mua anggo$ta pada masyarakat adat. Pada Pasal 
3 Undang – Undang Po$ko$k Agraria me$ne$ntukan bahwa:  
 
“De$ngan me$ngingat ke$te$ntuan-ke$te$ntuan dalam pasal 1 dan 2 pe$laksanaan hak ulayat dan hak-
hak yang se$rupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, se$panjang me$nurut 
ke$nyataannya. masih ada, harus se$de$mikian rupa se$hingga se$suai de$ngan ke$pe$ntingan nasio$nal 
dan Ne$gara, yang be$rdasarkan atas pe$rsatuan bangsa se$rta tidak bo$le$h be$rte$ntangan de$ngan 
Undang-undang dan pe$raturan-pe$raturan lain yang le$bih tinggi.” 
 
Di Bali, te$rdapat tanah yang mirip de$ngan tanah hak ulayat atau hak-hak yang se$rupa. 
Tanah te$rse$but dise$but tanah Ayahan de$sa, yang  dike$nal se$bagai de$sa adat. O$le$h 
kare$na itu, tanah ini dike$nal se$bagai tanah adat atau tanah milik de$sa. Tanah Ayahan 
de$sa, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tanah Ayahan de$sa Pakraman (se$suai 
de$ngan Pe$rda Pro$vinsi Bali No$mo$r 3 Tahun 2001 dan te$lah dirubah de$ngan Pe$rda 
Pro$vinsi Bali No$mo$r 3 Tahun 2003 te$tang De$sa Pakraman). Tanah Ayahan De$sa de$sa di 
Bali dibe$dakan me$njadi 4 (e$mpat) je$nis tanah Ayahan De$sa de$sa yaitu:  
1. Tanah De$sa, yaitu Tanah yang dimiliki bisa didapat me$lalui pe$mbe$lian atau usaha – 

usaha lainnya dari masyarakat se$te$mpat. 
2. Tanah Laba Pura, yaitu tanah te$rdahulu dimiliki dan dikuasai o$le$h de$sa yang 

dipe$runtukan khusus untuk ke$pe$rluan pe$mbangunan pura.  
3. Tanah Pe$karangan De$sa (PKD), adalah me$rupakan tanah yang dimiliki o$le$h de$sa 

dise$rahkan ke$pada warga de$sa se$te$mpat untuk dibangun rumah dalam ukuran 
yang sama se$tiap ke$luarga.  

4. Tanah Ayahan De$sa (AYDS), adalah tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki o$le$h 
de$sa yang pe$mbangunannya se$rta pe$runtukannya dise$rahkan ke$pada masing-
masing krama de$sa se$te$mpat. 

 
Di Bali tanah Ayahan De$sa de$sa dipe$runtukkan untuk se$mua warga se$kitar de$sa dan 
te$rdaftar dalam ayahan de$sa te$rse$but. Masyarakat de$sa pe$kraman untuk me$mpe$ro$le$h 
hak atas tanah ada cara yang dapat dilalui. Pe$le$pasan hak atas tanah dan pe$ncabutan 
hak atas tanah me$rupakan 2 (dua) cara untuk me$mpe$ro$le$h tanah hak, dimana yang 

 
14 T. S Febriandini, “Studi Kekuatan Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata Di Pengadilan 

Negeri,” Verstek 3(1) (2014): 176–187. 
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me$mbutuhkan tanah tidak me$me$nuhi syarat se$bagai pe$me$gang hak atas tanah. 
Pe$le$pasan hak atas tanah dilihat dari yang me$miliki tanah, dimana ia me$le$paskan 
haknya ke$pada Ne$gara untuk ke$pe$ntingan pihak lain.  Me$nurut Pasal 1 angka 6 
Pe$raturan Pre$side$n No$mo$r 36 Tahun 2005 Te$ntang Pe$ngadaan Tanah Bagi Pe$laksanaan 
Pe$mbangunan untuk Ke$pe$ntingan Umum me$rupakan pe$ngganti Ke$putusan Pre$side$n 
No$mo$r 55 Tahun 1993 Te$ntang Pe$ngadaan Tanah Bagi Pe$laksanaan Pe$mbangunan 
untuk Ke$pe$ntingan Umum, “Pe$le$pasan atau pe$nye$rahan hak atas tanah adalah 
ke$giatan me$le$paskan hubungan hukum antara pe$me$gang hak atas tanah de$ngan tanah 
yang dikuasainya de$ngan me$mbe$rikan ganti rugi atas dasar musyawarah”. Pe$le$pasan 
hak atas tanah adalah suatu pe$rbuatan hukum be$rupa me$le$paskan hubungan hukum 
yang se$mula te$rdapat antara pe$me$gang hak dan tanahnya me$lalui musyawarah untuk 
me$ncapai kata se$pakat de$ngan cara me$mbe$rikan ganti rugi ke$pada Se$mua hak atas 
tanah dapat dise$rahkan se$cara sukare$la ke$pada Ne$gara. Pe$nye$rahan sukare$la ini yang 
dise$but de$ngan me$le$paskan hak atas tanah. Hal ini se$suai de$ngan Pasal 27 Undang – 
Undang Po$ko$k Agraria , yang me$ne$ntukan bahwa :  
“Hak milik hapus bila:  
a. tanahnya jatuh ke$pada Ne$gara,  
1. kare$na pe$ncabutan hak be$rdasarkan Pasal 18;  
2. kare$na pe$nye$rahan de$ngan sukare$la o$le$h pe$miliknya;  
3. kare$na dite$rlantarkan;  
4. kare$na ke$te$ntuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.  
b. tanahnya musnah.” 
pe$me$gang haknya, hingga tanah yang be$rsangkutan be$rubah statusnya me$njadi tanah  
ne$gara.  
 
Dari pe$rnyataan diatas acara pe$le$pasan hak wajib dilakukan de$ngan surat pe$rnyataan 
pe$le$pasan hak te$rse$but dilakukan o$le$h pe$me$gang hak atas tanah de$ngan sukare$la. 
Surat Pe$rnyataan Pe$le$pasan Hak Atas Tanah (SPPHT) mungkin te$rde$ngar asing bagi 
se$bagian o$rang. Be$rdasarkan Pasal 1 angka 6 Pe$raturan Pre$side$n No$. 36 Tahun 2005, 
pe$le$pasan atau pe$nye$rahan hak atas tanah adalah ke$giatan me$le$paskan hubungan 
hukum antara pe$me$gang hak atas tanah de$ngan tanah yang dikuasainya de$ngan 
me$mbe$rikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Umumnya, Surat Pe$le$pasan Hak Atas 
Tanah dibuat lantaran ko$ndisi o$rang/badan yang me$me$rlukan tanah tidak me$me$nuhi 
syarat se$bagai pe$me$gang lahan, se$rta tidak bisa dilakukan pro$se$s jual be$li se$cara 
umum. O$le$h kare$nanya, pe$milik tanah bisa me$nye$rahkan tanahnya de$ngan Surat 
Pe$le$pasan Hak. 
 

4. Kesimpulan 
 

Fungsi Akta otentik pelepasan hak atas tanah di hadapan notaris adalah sebagai dasar 
beralihnya hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain. Perlindungan hukum bagi 
pemegang hak atas tanah yang dilakukan pelepasan hak adalah berupa adanya 
kompensasi yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak atas tanah yang telah 
dilepaskan. Disisi lain pihak yang memperoleh hak atas tanah hasil pelepasan 
dilindungi haknya untuk memiliki tanah hasil pelepasan guna menjamin kepastian 
hukum atas perolehan hak atas tanah hasil pelepasan tersebut. Kekuatan hukum akta 
otentik pelepasan hak adalah adalah sebagai dokumen yang sah dalam memberikan 
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah hasil pelepasan hak dalam hal 
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pemberian kompensasi dan kejelasan status kepemilikan tanah sebagaimana diatur 
dalam UUPA. 
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